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MOTTO 

“Hidup bukan tentang sempurna, tapi terus berkembang” 

“Selama masih bernapas, harapan selalu ada” 

“Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman; dia mengeluarkan mereka 

dari kegelapan menuju cahaya.” 

�  (QS. Al-Baqarah: 257) 
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RINGKASAN 

          Lupitasari Diyah Ayuni, NPM 22101091065, Program Studi Administrasi 

Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, “Strategi 

Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM)”. Dosen Pembimbing I Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Dosen 

Pembimbing II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.  

          Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa Sumberejo dalam 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. UMKM dipandang sebagai sektor 

strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan 

kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peran 

pemerintah desa menjadi sangat penting dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM secara terencana dan 

berkelanjutan. 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi 

penelitian di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Data 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan 

utama yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, pelaku UMKM, dan tokoh 

masyarakat. Analisis penelitian didasarkan pada prinsip Good Governance 

menurut UNDP (1997), yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, 

efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, serta supremasi hukum. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo telah 

menerapkan berbagai strategi dalam pengembangan UMKM, antara lain melalui 

pemberian bantuan modal usaha, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana 

pendukung kegiatan ekonomi, penyediaan fasilitas pemasaran, pelaksanaan 



 

 

pelatihan dan pembinaan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. 

Strategi tersebut secara umum telah memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan UMKM dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. 

       Namun demikian, pelaksanaan strategi pengembangan UMKM masih 

menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran desa, belum 

optimalnya kelembagaan ekonomi desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta 

belum meratanya bantuan dan pelatihan yang diterima oleh seluruh pelaku 

UMKM. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi 

program masih perlu ditingkatkan agar program yang dijalankan lebih tepat 

sasaran dan berkelanjutan. 

      Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

Pemerintah Desa Sumberejo dalam pengembangan UMKM telah berjalan cukup 

baik dan sejalan dengan prinsip Good Governance, namun masih memerlukan 

penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sinergi 

antara pemerintah desa, pelaku UMKM, BUMDes, dan masyarakat perlu terus 

ditingkatkan agar pengembangan UMKM dapat memberikan dampak yang lebih 

optimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. 

Kata Kunci : Strategi Pemerintah Desa, Pengembangan UMKM, Good 

Governance. 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

         Lupitasari Diyah Ayuni, Student ID 22101091065, Public Administration 

Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Islam Malang, 

“The Strategy of the Village Government in the Development of Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs).”Academic Supervisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, 

M.SiAcademic Supervisor II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP. 

         This study examines the strategies of the Sumberejo Village Government in 

developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as an effort to 

empower the village community’s economy. MSMEs are regarded as a strategic 

sector in improving community welfare, creating employment opportunities, and 

promoting local economic development. Therefore, the role of the village 

government is crucial in formulating and implementing MSME development 

policies in a planned and sustainable manner. 

          This research employs a qualitative descriptive approach and was 

conducted in Sumberejo Village, Gedangan District, Malang Regency. Data were 

collected through observation, interviews, and documentation involving key 

informants, including the Village Head, village officials, MSME actors, and 

community leaders. The analysis is based on the principles of Good Governance 

as proposed by UNDP (1997), namely participation, transparency, accountability, 

responsiveness, effectiveness and efficiency, equity and inclusiveness, and the rule 

of law. 

          The findings indicate that the Sumberejo Village Government has 

implemented various strategies for MSME development, including the provision of 

business capital assistance, the development and improvement of supporting 

economic infrastructure, the facilitation of product marketing, the implementation 

of training and business mentoring, and the strengthening of community-based 



 

 

institutions. Overall, these strategies have had a positive impact on MSME 

development and the enhancement of economic activities within the village. 

          However, the implementation of MSME development strategies still faces 

several challenges, such as limited village budget, suboptimal village economic 

institutions, limited human resources, and unequal distribution of assistance and 

training among MSME actors. In addition, community participation in program 

planning and evaluation needs to be further enhanced to ensure that the 

implemented programs are more targeted and sustainable. 

          Based on these findings, it can be concluded that the MSME development 

strategies of the Sumberejo Village Government have been implemented fairly 

well and are in line with the principles of Good Governance. Nevertheless, further 

strengthening is required in the aspects of planning, implementation, and program 

evaluation. Synergy among the village government, MSME actors, Village-Owned 

Enterprises (BUMDes), and the community needs to be continuously enhanced so 

that MSME development can have a more optimal impact on improving 

community welfare. 

Keywords:Village Government Strategy, MSME Development, Good Governance 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi 

penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional 

maupun daerah. Keberadaan UMKM berkontribusi signifikan dalam 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

memperkecil ketimpangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan 

wilayah perdesaan. Selain itu, sektor UMKM dikenal memiliki tingkat 

ketahanan yang cukup tinggi dalam menghadapi tekanan dan gejolak 

ekonomi, sehingga berperan sebagai penopang utama perekonomian 

masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dengan demikian, penguatan 

UMKM tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi, 

tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendorong pembangunan sosial 

dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

        Kedudukan UMKM secara hukum telah diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, yang menegaskan bahwa UMKM merupakan elemen penting 

dalam sistem perekonomian nasional serta memerlukan upaya penguatan 

yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. 

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha agar 

menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, serta mampu 



 

 

berkontribusi dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. 

Dalam kerangka ini, peran pemerintah di tingkat nasional maupun lokal 

menjadi krusial dalam membangun lingkungan bisnis yang mendukung, 

termasuk melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif, 

layanan pendampingan berkelanjutan, serta upaya pembinaan yang terarah 

bagi para pelaku UMKM. 

        Meskipun memiliki peran yang sangat penting, dalam praktiknya 

UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai 

permasalahan struktural dan administratif. Permasalahan yang sering 

dijumpai antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya kualitas sumber 

daya manusia pelaku UMKM, lemahnya manajemen usaha, keterbatasan 

akses terhadap teknologi dan informasi, serta kesulitan dalam pemasaran 

produk. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM desa belum mampu 

berkembang secara optimal dan masih bersifat subsisten, sehingga 

kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum 

maksimal. 

        Dalam upaya mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah 

desa menempati posisi yang krusial dalam pemberdayaan dan 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran 

tersebut didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan 

otonom untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan prinsip kemandirian desa. Undang-undang ini menegaskan 



 

 

bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan 

demikian, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas utama 

dalam pembangunan ekonomi desa. 

Pemerintahan desa, sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi 

langsung dengan masyarakat akar rumput, dituntut untuk memiliki 

kapasitas dalam menyusun sekaligus menjalankan kebijakan strategis yang 

efektif guna mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor UMKM. 

Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti 

pemberian pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi 

perizinan, penguatan akses permodalan melalui dana desa atau kerja sama 

dengan lembaga keuangan, serta pengembangan jaringan pemasaran. 

Selain itu, pemerintah desa juga dapat memanfaatkan keberadaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) secara melembaga di tingkat desa 

diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan 

masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan 

desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerinah 

Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi 

yang ada di desa. 



 

 

        David (2011) menjelaskan bahwa strategi adalah pendekatan 

terintegrasi yang disusun untuk merealisasikan tujuan organisasi dalam 

jangka panjang melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara 

efektif dan efisien guna mencapai keberhasilan. Dalam konteks 

pemerintahan desa, strategi pengembangan UMKM merupakan 

serangkaian keputusan dan tindakan yang direncanakan secara sistematis 

oleh pemerintah desa untuk memberdayakan pelaku UMKM agar mampu 

berkembang dan berdaya saing. Strategi ini mencakup perencanaan 

program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta 

evaluasi terhadap capaian pengembangan UMKM. Lebih lanjut, Todaro 

dan Smith (2015) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal harus 

berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal 

sebagai basis utama pembangunan. UMKM desa merupakan representasi 

nyata dari potensi ekonomi lokal yang apabila dikelola dengan baik akan 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Oleh 

karena itu, strategi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM harus 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif pelaku 

usaha, serta keberlanjutan program. 

        Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pemerintah desa 

mampu melaksanakan peran strategis tersebut secara optimal. 

Keterbatasan anggaran desa, Belum optimalnya kelembagaan ekonomi 

desa, jumlah bantuan modal dan pelatihan UMKM tidak menjangkau 

seluruh pelaku UMKM, serta rendahnya partisipasi masyarakat sering kali 



 

 

menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. 

Akibatnya, berbagai program yang dirancang tidak berjalan efektif dan 

belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas 

UMKM desa. 

        Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah Desa 

Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Desa Sumberejo 

memiliki potensi UMKM yang cukup beragam, baik di sektor 

perdagangan, produksi makanan olahan, kerajinan, maupun usaha jasa. 

UMKM di Desa Sumberejo berperan sebagai sumber penghidupan utama 

bagi sebagian masyarakat desa. Namun, berdasarkan pengamatan awal, 

UMKM di Desa Sumberejo masih menghadapi berbagai permasalahan, 

seperti keterbatasan modal, rendahnya inovasi produk, pemasaran yang 

masih bersifat konvensional, serta belum optimalnya pendampingan dari 

pemerintah desa. 

       Pemerintah Desa Sumberejo telah berupaya melakukan berbagai 

langkah dalam pengembangan UMKM, antara lain melalui pemanfaatan 

dana desa, penyelenggaraan pelatihan, serta fasilitasi kegiatan ekonomi 

masyarakat. Namun, efektivitas strategi yang diterapkan tersebut perlu 

dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana strategi pemerintah desa 

mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan UMKM di Desa 

Sumberejo. Hal ini menjadi penting mengingat keberhasilan 

pengembangan UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan ekonomi lokal. Dalam 



 

 

perspektif administrasi publik, pengembangan UMKM oleh pemerintah 

desa tidak terlepas dari prinsip good governance, seperti partisipasi 

masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan. UNDP 

(1997) Pembangunan yang berjalan optimal hanya dapat dicapai apabila 

didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dengan 

pemerintah bertindak sebagai pengarah dan pendukung, sementara 

masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. 

Atas dasar tersebut, kebijakan dan langkah pemerintah desa dalam 

mendorong pertumbuhan UMKM perlu disusun melalui keterlibatan 

langsung pelaku usaha serta warga desa, sehingga setiap program yang 

dijalankan selaras dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal yang 

dimiliki. 

        Merujuk pada pemaparan tersebut, kajian mengenai strategi yang 

dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam mendorong pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengambil lokasi 

penelitian di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang 

memiliki urgensi untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji 

secara komprehensif bentuk-bentuk strategi yang diimplementasikan oleh 

pemerintah desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan sebagai 

pendukung maupun kendala dalam proses pengembangan UMKM, serta 

menelaah implikasinya terhadap peningkatan kondisi kesejahteraan 

masyarakat desa. Lebih lanjut, temuan penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluatif sekaligus rujukan rekomendatif bagi 



 

 

pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan 

dan merancang strategi pengembangan UMKM yang lebih optimal dan 

berorientasi pada keberlanjutan di masa mendatang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa 

Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi 

Pemerintah Desa Sumberejo dalam melaksanakan strategi 

pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Pemerintah 

Desa Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo dalam 

melaksanakan strategi pengembangan UMKM.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah 

dalam pengembangan kajian terkait fungsi pemerintah desa 



 

 

sebagai penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal, 

sekaligus menjadi rujukan akademik dalam menganalisis 

pendekatan pembangunan desa yang menitikberatkan pada 

penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM. 

2. Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa Sumberejo 

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi Pemerintah Desa Sumberejo dalam merumuskan serta 

mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dan 

berkelanjutan dalam pengembangan UMKM, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

b. Bagi Pelaku UMKM  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai bentuk dukungan dan strategi pemerintah desa 

dalam pengembangan UMKM, serta menjadi bahan 

pertimbangan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan 

kualitas usaha, inovasi produk, dan daya saing usaha.  

c. Bagi Masyarakat  

Diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat 

dalam program pengembangan UMKM, menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, 

serta memotivasi masyarakat untuk mengembangkan 



 

 

potensi usaha yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. 

 

 

 



BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1.        Setelah menelaah penelitian dan pembahasan terkait upaya Pemerintah 

Desa Sumberejo dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dengan pendekatan prinsip Good Governance, beberapa kesimpulan 

dapat diambil sebagai berikut: 

a. Partisipasi, pemerintah Desa Sumberejo telah melibatkan masyarakat 

dan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pengembangan UMKM, 

seperti musyawarah desa, pendataan UMKM, serta pelaksanaan 

pelatihan dan pembinaan usaha. Partisipasi ini menunjukkan adanya 

upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap 

perencanaan dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan agar 

program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan seluruh 

pelaku UMKM. 

b. Transparansi, Prinsip transparansi telah diterapkan melalui keterbukaan 

informasi terkait program UMKM, penggunaan dana desa, serta 

kriteria penerima bantuan yang diumumkan secara terbuka kepada 

masyarakat. Keterbukaan ini memberikan kejelasan informasi bagi 

pelaku UMKM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. 



c. Akuntabilitas, Pemerintah Desa Sumberejo telah menunjukkan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan program UMKM melalui penyusunan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa serta pelaporan 

kegiatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. 

Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah desa dalam 

mengelola anggaran dan melaksanakan program sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Responsivitas, Pemerintah desa dinilai cukup responsif dalam 

menanggapi kebutuhan dan keluhan pelaku UMKM, seperti pemberian 

bantuan modal, penyediaan sarana pendukung usaha, serta pelaksanaan 

pelatihan sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Responsivitas ini 

menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan 

program dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi UMKM di 

Desa Sumberejo. 

e. Efektivitas dan efisiensi, Program pengembangan UMKM yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sumberejo telah berjalan cukup 

efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pemanfaatan dana desa dan 

sumber daya yang ada dilakukan secara efisien, meskipun masih 

terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang 

mempengaruhi jangkauan dan keberlanjutan program. 

f. Kesetaraan dan inklusivitas, Pemerintah desa berupaya memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku UMKM untuk 



memperoleh bantuan dan mengikuti program pengembangan usaha 

tanpa diskriminasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat 

pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau oleh bantuan dan 

pelatihan, sehingga prinsip kesetaraan dan inklusivitas masih perlu 

diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. 

g. Rule of law (supremasi hukum), Pelaksanaan strategi pengembangan 

UMKM di Desa Sumberejo, kebijakan dan program yang diterapkan 

dibangun atas landasan hukum yang sah, mengacu pada regulasi yang 

berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Hal 

ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar 

legal yang kuat dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

      Secara umum, dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Desa Sumberejo 

dalam membina UMKM telah menunjukkan hasil yang memuaskan dan selaras 

dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Meski demikian, 

masih dibutuhkan peningkatan pada keterlibatan warga, pemerataan pelaksanaan 

program, serta penguatan kapasitas sumber daya agar pengembangan UMKM 

dapat terus berlanjut secara berkesinambungan dan memberikan manfaat yang 

lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.  

2.        Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Desa 

Sumberejo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. 



      Pelaksanaan strategi pengembangan UMKM di Desa Sumberejo didorong 

oleh beberapa faktor pendukung, salah satunya adalah komitmen dan 

keterlibatan aktif Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi warga. Pemerintah desa memberikan dukungan melalui penyediaan 

modal usaha, penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM, 

serta pembangunan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Selain itu, 

transparansi informasi mengenai program UMKM dan pengelolaan dana desa 

turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterlibatan 

langsung pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan promosi, 

seperti pameran produk, juga menjadi elemen penting yang mendukung 

pertumbuhan UMKM di wilayah ini. 

      Selain itu, keberadaan peraturan yang tegas, seperti Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 terkait UMKM, berfungsi sebagai pijakan hukum yang memperkuat 

pelaksanaan program pengembangan UMKM. Aturan ini memberikan hak dan 

tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengelola serta memanfaatkan 

dana desa guna mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

     Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor 

penghambat yang masih dihadapi Pemerintah Desa Sumberejo. Salah satu 

hambatan utama adalah keterbatasan anggaran desa, sehingga program 

pengembangan UMKM belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM 

secara merata. Selain itu, kelembagaan ekonomi desa, termasuk peran 

BUMDes, belum berjalan secara optimal dalam mendukung pemasaran dan 



penguatan usaha UMKM. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi 

aparatur desa maupun pelaku UMKM, khususnya dalam hal manajemen usaha 

dan pemanfaatan teknologi, juga menjadi kendala dalam pengembangan 

UMKM secara berkelanjutan. 

     Faktor penghambat lainnya adalah belum meratanya partisipasi masyarakat 

dalam tahap perencanaan dan evaluasi program, sehingga beberapa program 

yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan seluruh pelaku 

UMKM. Situasi tersebut memengaruhi seberapa efektif dan berkelanjutan 

program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah 

desa. 

     Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung telah 

memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan strategi pengembangan 

UMKM di Desa Sumberejo. Namun, keberhasilan program tersebut masih 

perlu ditingkatkan dengan mengatasi berbagai faktor penghambat, terutama 

terkait keterbatasan anggaran, memperkuat struktur kelembagaan ekonomi di 

tingkat desa, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya 

manusia, serta memastikan keterlibatan masyarakat secara merata agar 

pengembangan UMKM dapat berlangsung secara efektif dan 

berkesinambungan.  

       

  



5.2 Saran 

    Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Desa Sumberejo 

dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta 

memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

a. Bagi Pemerintah Desa 

      Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan 

dan evaluasi program pengembangan UMKM dengan melibatkan pelaku 

usaha secara lebih aktif. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat 

pengawasan dan pembinaan terhadap BUMDes agar dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal sebagai lembaga ekonomi desa. 

b. Bagi BUMDesa 

     BUMDes Desa Sumberejo diharapkan dapat meningkatkan peran dan 

fungsinya sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung pengembangan 

UMKM secara berkelanjutan. BUMDes perlu lebih aktif dalam menjalin 

kerja sama dengan pelaku UMKM, khususnya dalam hal pemasaran produk, 

penyediaan sarana produksi, serta pengembangan jaringan usaha baik di 

tingkat lokal maupun luar desa. Selain itu, BUMDes disarankan untuk 

mengembangkan unit usaha yang berbasis potensi lokal desa agar dapat 

menjadi wadah pemasaran bersama bagi produk UMKM Desa Sumberejo. 

c. Bagi Pelaku UMKM  

      Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan program pemerintah 

desa dan BUMDes secara maksimal serta meningkatkan kemampuan 



kewirausahaan, manajemen usaha, dan inovasi produk. Keaktifan pelaku 

UMKM dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan akan mendukung 

keberhasilan pengembangan usaha secara berkelanjutan. 

d. Bagi Masyarakat  

      Masyarakat diharapkan dapat mendukung pengembangan UMKM dan 

BUMDes dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi desa, memberikan 

masukan konstruktif, serta melakukan pengawasan sosial terhadap 

pelaksanaan program desa agar berjalan secara transparan dan akuntabel. 
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